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... _ Meniri1bang 

PERATURAN DAtRAH KABUPATEN bAERAH TINGiAT II BLORA 
NOMm1 13 T AHUN 1998 

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA.ESA 

~UPATI KEP~LA DAERAH TINGKAT II BLORA 

"· t:1" l)ah~va· ·cJE~nga.n f..elah di tE~·tapka.nny.a Per•ai:ur·an 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai · pelaksanaan 
dari Undang --· undang Nornor- 18 Tahun . 1997 t:entang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. rnaka Peratu~an 
Daerah Kabupaten Daer~h Tingkat II Blora tentang 
Paj0k Daerah dan Retribusi Oaerah perlu 
disesuail<an: 

b~ bahwa untuk melaks~nakan penyesuaian sebaga1mana· 
dirnaksud huruf a diatas. maka perlu menyusun dan 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blor~ teritang Retribusi Parkir Di Tepi 
.. Jalan Umuni. 

.L Undang 
· bentukan 
Pr.:.op1nsi 
Indonesia 

undang Nomor 13 Tah~n 1950 tentang Pem
Daerah~daerah Kabupaten Dilam Lingkungan 

Jawa -TE:!ngah (Berita Ne"<.'Jar~a Republi!•; 
Tahun 1950); · 

2. Un0ang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan Di Daeiah (Lemba~an Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nornor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ind6nesia Nomor 3186); 

4. Undang-undang No~or 8 
Acara Pidana (Lembaran 
Tahun 1981 Nomor _76. 
Republik Indonesia Nomor 

Tahun 1981 tentang Hukum 
Negara Republik Indonesia 

Tambahan Lernbaran Negara 
3209); 

5. Undang-undan~ Nom6r 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan (Le~baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

6. Undang~undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
·oaeiah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
.Jed.an ( Lernbaran Nega.r-a F~epubl i k Indonesia Tahun 
1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3293); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam B1dang 
Lal u Li ntas Dan Angkutan Jal an K.epadi'J. Daer-ah Ting
kat I Dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3529); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
Retribusi Dae rah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 

tentang 
Republ i 1-.; 

Lemba.r·an 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan. Belanja 
D,:lE::t~ah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Oalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

F'E_1r··a tur·cu-1 
b=.•ntang 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 ., 
Peny idH: F'eg_ .. :t~,Jai Neget-i r;.-,p.i :t· di 

Pemer in t..1h Daer·ah. 
) 

Tahun 1997 
Lingkungan 

{t .15. l{eputu:':;an Menter·i Perhuburigan Nomor· KM 4 Tahun 1994 
tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di 
Jalan; 

r.k-- .16. Keputusan Menter~:i Dalam Neger·i Nornor· 171 Ta.h~.in 1997 
7 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Oaerah 

tentang Pajak Dan Retribusi Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1.74 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pernungutan Retribusi Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 1.75 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Perneriksaan Di Bidang Retribusi 
Daerah; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 
tentan•g Ta.t,~t Na~:;f\ah Di na~s Di L.i ng!<un•Jai1 Perner i ntah 
Kabupa.ten/f<.otarnadya Daer--ah Tir1 1Jl,.:at II; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi 
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
Nomor 6 Tahun 1988 tenta.ng Penyidi k .Pe{Jawai ~·~e{iei~i 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 
✓-i L 

Denga.n 
Ti n·Jhat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
II Dlor-a 

M E M U T U S K A N 

Oaer"a.h 

Me ne,tap ka n PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA 
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 

BAB I 

Pasal .l 

- Dal am Peratur·an Daerah i ni yan·] d:imakr.ud den~Jar, : 
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora; 
b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Blor·a; 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora; 
d. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara; 
e. Tempat Parkir adalah jalan-jalan umum dalam wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Blora yang diperuntukkan sebagai tempat 
parkir kendaraan; 

f. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor; 
g. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh 
Pemerintah Oaerah; 

h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

.A X ter-tentu; 
W ~urat P?~beritahua~_Ret~ibu~~ D~~rah yang ~~~anj~~n~~' ~~sin~ka~ 

,:)PTRD adalah ~,urat yang d1.gun,:ikan oleh ~\ldJ 1b rE:t1 1.r.,u~:,l u,,tuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang .,, X menu rut Per·aturan Oa.erah; 

1 Su~a~
1
_K:t~~ap~~ Ret:~busi_Oaera~ ~an~ s~!!~j~t~y~ disfng~~~ -~S~~? 

B.da.L~u, ,.,Urdt KE.putu~,dn ya11g men,:ont.uk,:tn r>,:;- ... ,,:1rnyc:t JUmlan rt,tr.i.b1. •. ,,1 

te1--utang; 
'J-. ,(., Masa Retribu~$i adalah suatu jangka ~\laktu te1~tentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari 
Pemerintah Daerah; 

D.;.iq ... u, ad.a.lah ;;;uatu bentuk b .. 1:dan u1::;ah~ yarnJ mL• l 1 puti 

f.H:lr·H~r-oan tc;r·bd t;,H;, p1i.'t .. "ii(1t ,.J,,Hl ki.:.;mand J l..t:1r· µ,.;_,;' ··;,1;.3r oan 

L:..dnnya, bi3.d,3.n 1 .. rn,.:1.h,z;i. m.ilik 1H,::"9.:.u·a • .:tii~U d.Aerah dc•ng21r1 

11.;.,\an.:.l dan b1::r1tuk ;ap.lpun, pc.;,r··::10ku,b.Ltr'1, pi:::r·ku!npul.an~ 

firma, kongsi, kop€!1·.:.a.'!.:,:i., y;:..i.yi.•a,an .:d:.iiu <.Jrg6l.n.iii,.:A!:>i. yi;11,9 

'il1,.d~ni.,,.;, h•)Olbaga, d<tifl,::J. p1;,.•1v;;iun, bt;:ntuk u·.;aha. tt.1l:ap 

sc·t-U{ bt'i!ntuk b.:u.:lan Uti.:ilha Ld.nny,::1. 

L- /. P(,;j;,1t.L.1t -~-id..tL).ft pi,1q,.;;n-1~il 1/<i.•HJ dibi.:•.Wi. tt.H.]iL, b.urt,0.:nt.u 
d.i.bLdanq 1-t,•tr i.bu,; .. i dac,1-~, .. h ,;,b:-.,,u.:.:ii ik•n<J6,,.n pt,,ratur·.,:U, 
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BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 

NaQ~t~tr~= a~~:itri~~~b~~~~ ~4cT.ep~~,~~~-~ml~c((f~t vac+-1i 
-btp t 0-"-lA-n. U\\J..UMI _ I Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan 
pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum. 

8 A 13 IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan 
dan waktu penggunaan. 

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA 
TtiRIP f7.ETRIBUSI 

Pasal 7 

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya 
pembangunan, penyediaan marka dan rambu parkir. 
pembinaan. 

(1) Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai beri
k:ut: 

(2) 

A. Mobil barang. 
1. Truk dengan kereta gandengan/truk dengan kereta tempelan / 

tronton Rp. 1000,- sekali parkir; 
2. Mobil tangki / truk Rp. 500,- sekali parkir; 
3. Pick Up Rp. 300,- sekali parkir. 

B. Mobil Bus Rp. 500,- sekali parkir; 
C. Mobil penumpang Rp. 300,- sekali parkir; 
D. Sepeda motor/kendaraan roda dua Rp. 200,- sekali parkir. 
E. Dokar, becak dan sepeda Rp. 100.- sekali parkir. 

Par~ki r
dibayar 

ber~ langganan 
tiap bulan. 

di kenal,(J:1.n 
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TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasa1 9 

(4) H,J.::;;i l pung~t:?."" r·et1~ibu~::.:i. ~:;ebagaim,3.na dinw.f<;~;ud F-11:-J.~$,:1.l 8 
Daerah ini~isetor ke Kas Daerah secara brutto. 

Pe1--atu1--an 

(1) Setiap Wajib Retribusi wa_ 

(2) SPTRD sebagaimana 
jelas. benar dan lengkap 
Retribusi a.tau kuasanya. 

·1) pasal 1111. diisi 
ditandatangani oleh 

dengan 
1t,,1aj ib 

(3) Bentuk. isl dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

()1~l (t 

har:i 

(2) SKRD, SKRDKB, SKROKBT. STRD, Surat Keputusan Pembetulan. Surat 
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang harus dibayar bertambah. harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbit-
1,,:annya. 

(3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertul1s dalam bahasa 
Indone~,ia dar:t i/,Jaj ib Retr:i.busi. de,pat memberif<;an per~::.etuj uan 
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau rnenunda pembayaran 
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulan'" 

(4) Tata cai--a pemba.ya1--an~ tempat pernbaya.r·an~ penunda.ar1 pembayar·a.i·1 
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

TATA CARA PENAGIHAN 



Pasal 13 

(1) Pelaksanaan penagihan 
7 (tujuh) hari sejak 

sur·at 

retribusi dikeluarkan 
jatuh tempo pembayaran 
bayar/penyetoran atau mengeluarkan 

lainnya yang sejenis sebagai awal 

pelaksanaan penagihan. 

setelah 
dengan 
surat 

tindakan 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, 
wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. 

(3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 
3 (ti9i:1) ta.hun ter·hi tun•g sej ak ~:;aat ten1tar1•;inyB retr ib1_J'.:;i,, 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

(It (:2) K.adal U\n!ar::.:;a pena·Ji han i--etr:ibu:::">i :~~eba.,Jaimana dimak::~ud ayat (l) 
pasal ini. tertangguh apabila : 
a. Oiterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa a.tau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang

sung maupun tidak langsung. 

vf -" 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 
YANG f<.P1DAU..lf/,JARSP1 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 

(2) K.epal," 
[);.;1,er~ah 
ini. 

Daerar1 menetapkan Keputusan Penghapusan Pi utan•;i Retribu~;i 
yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal 

xrt 

SANKS! AOMINISTRASI 

Pasa.l 16 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya at.au 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang 
tidak at.au kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 17 

(1) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan wajib menempat
kannya pada tempat parkir yang telah ditentukan. 

(2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal 
ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

6 



(3) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan : 
a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD); 
b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; 
c. Kelestarian lingkungan; 
d. Kemudahan bagi penggunan Jasa. 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa.l .H3 

(1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Oaerah ini ditetap
kan o.leh Kepala Oaerah. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Oaerah ini. dilakukan oleh 
Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora. Bagian Ketertiban dan 
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah. 

Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dan ayat (2) pasal ini. diberikan biaya operasional yang 
besar dan pembagiannya. diatur dalam Surat Keputusan Kepala 
Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

KETENTUAN PIOANA 

r·as.d ,, 

Tinda.k f.)id.:~.lkt ::ch'b;..;;,g.:~.tm.;.-1.r1-i.\ 

in i .:-.\i.:Ld cth µc• J ,,\11..:J(Jd.1· ~.u1 -

1/ i.ll l~J 

ll) PeJabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidil-<;a.n ti.ndak pidana d:i b.idang r·etr·ibusi daerah ~::~i.llliJJJ.f:l. 
dµiiab:··,,11cJ da.larn Undang -· undang r·~omor· 8 Tahun .1981 tentanq Hu!,;urn 
{~~idana.,, =-

....... 

(2) Wewenang Penyidik sebaga1mana dimaksud ayat (1) pasal ini. 
adalah: 
a. Menerima. mencari. mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari. dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah 
ter·sebut; 

c. Merninta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 

d. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

7 



e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembu
kuan. pencatatan. dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang Jan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. Menghentikan penyidikan~ 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyi

dikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, rnemberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
Kepada Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

8 A B XVT.f 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal :21 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Oaerah., 

(2) Oengan berlakunya Pefaturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 12 Tahun 1981 tentang 
Parkir Kendaraan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Blora Tahun 1982 Nomor 41 Seri B Nomor 8 ) beserta perubahannya 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat 
pengundangan Peraturan Daerah ini 
Lembaran Daerah. 

DISAHKAN 1 
Oonsa.n Kepu tusan Meaterl Data• M•1•rl . 

/ R.epu~l~ Inclon!.b1a _ ~ 
N .. :~.r..:J~:;.de({J. Tgl. : • .SJn:: .. .J;.w♦~ 7-> n7r;k:torat Jenderal 

intahan Umum Dan Otonomi Daeru 
Pombinaaa Pemerintaha ah. 

~ 
~. 

rnengetahuinya, memerintahkan 
dengan penempatannya dalam 

Ditetapkan di Blora 
pada tanggal 29 Oktober 1998 

T IHGKf~T I I 

HARDJOPRAWIRO, MBA 
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PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA 
NOMOR 13 TAHUN 1998 

RETRIBUSI PARKIR DI TEP! JALAN UMUM 

PENJELASAN UMUM. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan Di Oaerah. Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah merupakcin sumber pendapatan daerah. agar daerah dapat 
melaksanakan otonominya. yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. 
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma
syarakat. Oleh Karena itu. diperlukan ketentuan/landasan hukum 
yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II 
khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal 
pemungutan retribusi. 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi 
di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang 
dimaksud .. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaar1 
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Parkir Di Tepi 
Jalan Umum ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. 
Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat 
yang memanfaatkan/menggunaan fasilitas parkir di tepi jalan 
umum. maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan 
dala~ Peraturan Oaerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas. 
hunrf j 

l huruf" k 

Pasal 1 huruf l s/d 
huruf n 

Pasal 2 s/d Pasal 3 

- Retribusi yang 
menggunakan SKRD 
(satu) bulan, 

pembayarannya dengan 
masa retribusinya 1 

- Retribusi yang pembayarannya dengan 
menggunakan dokumen lain yang dipersama
kan dengan SKRD masa retribusinya 
harian, 

Cuhup j elas,. 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 

Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu 
bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas. Perseroan Komanditer. Perseroan 
lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa
pun. persekutuan. perkumpulan, firma. 
kongsi. koperasi, yayasan atau organisasi 
yang sejenis. lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usa.ha lai nnya" 

yang dimaksud dengan jasa umum adalah 
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang. 
fasilitas. atau kemanfaatan lainnya untuk 
tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Pasal 6 s/d Pasal 8 · Cukup jelas. 

Pasal 9 ayat (1) 

Pasal 9 ayat (2) 

Pasal 9 ayat (3) 

Pasal 9 ayat (4) 

Pasa.l 10 ayat (1) 

Pasal 10 ayat (2) 
s/d ayat (3) 

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang 
dipersamakan antara lain berupa karc1s 
masuk. kupon. kartu langganan. 

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan 
pemungutan retribusi tidak dapat diserah
kan kepada pihak ketiga. Namun dalam 
pengertian ini bukan berarti bahwa 
Pernerintah Daerah tidak dapat bekerja sama 
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selek
tif dalam proses pemungutan retribusi. 
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama 
dengan badan-badan tertentu yang karena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk 
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu
tan jeni~s retribu~::.i secara lebih efisien .. 
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak 
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan perhitungan besarnya 
retribusi terutang. pengawasan penyetoran 
retribusi dan penagihan retribusi. 

Yang dimaksud dengan parkir di tepi jalan 
umum. adalah parkir di badan jalan. 

Kewajiban untuk meng1s1 SPTRD berlaku 
bagi wajib retribusi yang menggunakan 
jasa pelayanan pemerintah Daerah secara 
terus menerus. periodik dan berlangga~ 
nan. misal : bulanan. tahunan. 

Bagi wajib retribusi yang menerima jasa 
pelayanan secara langsung dan tidak 
per·iodik, tidak diwajjbkan untuk mengisi 
SPTRD dan pembayaran retribusi dapat 
menggunakan karcis dan dokumen lain. 

Cukup j elas. 
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Paf,a l 11 ::.;./ d 
Pasal 14 ayat (1) 

Pasal 14 ayat (2) 
hur·uf a 

huruf b 

Cuf·rnp jelas .. 

. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, 
kadaluwarsa penagihan di hi tung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran terse
but. 

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
retribusi secara langsung adalah wajib 
retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang retribusi dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah 
Dat:!1 d!1 ... 

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
secara tidak langsung adalah wajib 
retribusi tidak secara nyata-nyata 
langsung menyatakan bahwa ia mengakui 
mempunyai utang retribusi kepada 
Pernerintah Daerah. 

Pasal 15 s/d Pasal 20 : Cukup jelas. 
ayat (2) 

Pasal 20 ayat (3) Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum 
adalah menyerahkan hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Polr-i. 

Pa::;al 2J ;; Cukup Jelas . 

. 1.1 


